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pelaksanasn  pembelalaron  perdu  diterbitkan 120 Operasional  Pendirian  dan
Penyelenggaraan Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Perama

bahwa berdzsarkan Peraturan Bupali Sinjai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nomor
Urut/Nomenkiatur Tingkat Satusn Pendidikan Sekolsh Menengah Pertama, maka Satuan
Pendidikan SMP Negeri Satap Bilalang berubah Nomenkiatur menjadl UPTD SMPN 30
SINJAL

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud huruf @, dan huruf b, dipandang
peru ditetapkan dengan Kepulusan Kepals Dinas Penanamarn Modal dan Peiayanan
Terpadu Satu Pinty Kabupalen Sinjai tentang 1zin Operasional Pendirian Sekolah “UPTD
SMPN 20 SINJAIY , Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1859 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1850 Nomor 74, Tambahan Lembamran
Negara Republik Indonesia Namar 1822,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasia Nomor 4301);

Undang.-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesis Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 48463,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negars
Repubbk indonesia Tahun 2009 Nemor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 5038);

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 temtang Pembenlukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republk indonesis Tashun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemarintatan Daerah (Lembaran Negar
Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomer 5587) sebagaimana teiah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Lindang Nomor 23
Tahun 2014 lentang Pemerintshan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomar 5678);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Repubkik indonesia Tahun 2014 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601); '

Undang - Undang Nomar 35 Tahun 2014 tentang Pesubahan Atas Undang-Undang Normor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor S806),
Persiwan Pemerintah Momot 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintsh Nomar 17 Tahun 2010 lertang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pandidikan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2010 Momgr 112, Tambahon Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5157)

Peraturan Pemssiniah Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomar
25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publk {Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
2012 Nommar 215, Tambahan Lembaran Negara Republi indonesia Nomor 5357);

Feraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 lentang F han Kedua Atas Peraturan
Pemenntah Nomar 16 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Jikan (Lembaran Negars
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